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MENTERI TENAGA KERJA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER.03/MEN/TAHUN 1985

T E N T A N G

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa industri asbes semakin meningkat dan pemakaian asbes
semakin meluas dalam pembangunan dewasa in i ,  dan asbes
merupakan bahan pembangunan dan bahan pembuat alat yang
belum dapat  d igant i  dengan bahan la in sehingga pemakaian
asbes  da lam pembangunan  sampa i  seka rang  te tap
dipertahankan;

b .  bahwa  debu  se ra t  asbes  yang  te rkandung  d i  uda ra  dapa t
membahayakan manusia, terutama terhadap orang yang secara
langsung ter l ibat  dalam proses produksi  yang menggunakan
bahan asbes di perusahaan;

c. bahwa untuk mengatasi bahaya yang mungkin terjadi atau untuk
melindungi tenaga kerja dalam perusahaan yang menggunakan
bahan  asbes  da lam p roses  p roduks inya ,  pe r l u  d i ke lua rkan
peraturan tentang keselamatan kesehatan ker ja pemakaian
asoes;

d. bahwa untuk itu perlu diatur keselamatan dan kesehatan kerja
pemakaian asbes dengan Peraturan Menteri.

:  1 .  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969;
t

2. .Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951;

3. Undang-undng Nomor 1 Tahun 1970;

4. Keputusan Presiden Republik Inddnesia Nomor 45/M/Tahun 1983;

5. KeDutusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984.

Hengingat



Menetapkan

M E M U T U S K A N :

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES.

B A B  I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

a. Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja pada tempat kerja dengan menerima
uoan:

b.  Pengurus adalah orang yang mempunyai  tugas memimpin langsung sesuatu
tempat kerja, atau sebagainya yang berdiri sendiri;

c .  Vent i las i  Buang adalah a lat  yang ber fungsi  untuk mengeluarkan debu dar i
l ingkungan kerja melalui peralatan mekanis yang meliputi corong pengepul, pipa-
pipa penyalur pembersih udara dan lain-lain yang berhubungan dengan fungsi
pengeluaran debu;

d. Asbes adalah serat yang belum terikat oleh semen atau bahan lain;

e. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan yang tertutup atau terbuka
bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya;

f. Nilai Ambang Batas Asbes adalah angka yang menunjukkan konsentrasi serat
asbes di udara tempat kerja, dimana dengan konsentrasi di bawah angka ini orang
yang terpapar dalam waktu 8 jam sehar i  dan 40 jam seminggu t idak akan
mengalami gangguan kesehatan dan kenyamanan kerja;

S. Pegawai Pengawas adalah Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Departemen
Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;

h .  Alat  Pel indung Dir i  adalah tutup h idung,  mulut ,  respi rator ,  pakaian khusus
termasuk sepatu,  kaos tangan,  tutup kepala dan la in- la in per lengkapan yang
digunakan untuk melindungi diri dari bahaya pemaparan asbes;

i. Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan ketenaga kerjaan.

B A B  I I  G
PENGGUNAAN ASBES

Pasal 2

Asbes atau bahan yang mengandung asbes t idak boleh d igunakan dengan cara
menyemprotkan.



Pasal 3

Setiap proses atau pekerjaan yang menggunakan atau pemakaian asbes biru (crosidolit)
d i larang.

B A B  I I I
KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 4

(1) Pengurus berkewajiban :

a. menyediakan alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja;

b. memberi penerangan kepada tenaga keria mengenai :

1) bahaya yangmungkin terjadi karena pemaparan asbes;

2) cara-cara kerja yang aman;

3) pemakaian alat pelindung diri yang benar.

c. memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dan menjelaskan proses
produksi, jenis asbes yang dipakai atau ditambang, barang jadi dan lokasi
kegiatan-kegiatannya selambat- lambatnya dalam waktu |4 har i  sebelum
proses produksi dimulai;

d. memasang tanda atau rambu-rambu di tempat tertentu di l ingkungan kerja
sedemikian rupa sehingga mudah dil ihat atau dibaca, bahkan setiap orang
yang berada di lokasi tersebut harus menggunakan alat pelindung diri sesuai
dengan tanda atau rambu-rambu yang ada;

(2)  Pengurus mengambi l  langkah- langkah seper lunya agar tenaga ker ja mentaat i
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Pengurus wajib melakukan pengendalian terhadap debu asbes yang terkandung di
udara di l ingkungan kerja dengan mengambil sample pada beberapa tempat yang
diperkirakan konsentrasi debu asbesnya tinggi dalam setiap 3 bulan atau pada
frekwensi tertentu.

(2) Analisa debu asbes dilakukan oleh Pusat Bina Hiperkes Departemen Tenaga Kerja
atau Laboratorium lain yang disyahkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat
pejabat yang ditunyukfiya.

e

{3) Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk berhak memeriksa hasil analisa
tersebut ayat (2).

Pasal 6

Pengurus harus memberikan kepada tenaga kerja yang bekerja dalam tambang atau



set tap proses yang memakai  asbes sebuah buku petunjuk yang secara terper inc i
menjelaskan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan oeng'an isbes dan cara-cara
penceganannya.

Pasal 7

Pengurus. atau lenlga kerja yang ditunjuk harus memberikan penerangan atau informasi
yang diminta oleh Pegawai Pengawas yang mengadakan inspeksi di iempat keria.

B A B  I V
KEWAJIBAN TENAGA KERJA

Pasal I

(1) selama melakukan tugas pekerjaannya tenaga kerja wajib memakai alat pelindung
diri yang diperlukan.

(2) Tenaga kerja wajib memakai atau melepas dan menyimpan alat pelindung clir i dan
pakaian kerja di tempat yang telah ditentukan.

(3) Tenaga kerja wajib melapor kepada pengurus apabila ada :

a. kerusakan alat kerja;

b. kerusakan alat pelindung diri;

c' kerusakan arat venti lasi di ruang kerja atau arat pengaman rainnya.

Pasal 9

Di  tempat- tempat  yang kadar asbesnya melampaui  n i la i  ambang batas yang te lah
ditentukan dalam p.eraturan..yg.n.s berraku, tenaga kerja harus menlgunakan reJpirator
khusus dan alat pelindung diri khusus lainnya 

-

B A B  V
ALAT PELINDUNG DIRI

Pasal 10

Alat pelindung diri dan pa.k.aian kerja yang telah dipakai tenaga kerja tidak boleh dipakai
tenaga kerja lain kecuali bila alat pelindung diri dan pakaian-kerja sudah dibersihkan.

Pasal  11 
,

Pembersih alat pelindung diri harus dilakukan di dalam pabrik. .

Pakaian kerja dibersihkan di :

a. tempat kerja;

b. binatu di luar tempat kerja dengan cara pengiriman sedemikian sehingga

l

( 1 )

(2)



pakaian kerja dibasahi dan dimasukkan dalam tempat yang kedap air dan
secara jelas diberi label 'PAKAIAN MENGANDUNG ASBES".

(3) Pakaian kerja sesudah sekali dipakai harus dibersihkan dan disimpan di tempat
yang telah ditentukan.

B A B  V I
KEBERSIHAN LINGKUNGAN KERJA

Pasal 12

Pada setiap ruang kerja wajib dipasang alat venti lasi yang sesuai, agar debu serat
asbes yang terkandung di udara tempat kerja berada di bawah nilai ambang batas.

Alat venti lasi wajib dihidupkan pada waktu proses industri dijalankan, dilakukan
perbaikan atau perawatan peralatanproses industri.

Alat venti lasi harus diperiksa oleh pengurus secara teratur selama-lamanya 3 (tiga)
bulan sekali dan hasil pemeriksaannya harus dicatat dan disimpan untuk waktu
minimum 3 (tiga) tahun.

Alat venti lasi dan alat pelindung diri serta hasil pemeriksaan tersebut ayat (3),
diperiksa dan diawasi oleh pengawas.

Pasal 13

Kantong-kantong li l ter alat venti lasi yang telah penuh debu asbes ditempatkan
pada tempat yang tertutup untuk menghindari penyebaran debu asbes.

Filter harus dibersihkan dan diganti oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 14

Tempat kerja termasuk mesin, alat-alat bengkel, peralatan tambang atau pabrik
dan lain-lain yang digunakan dalam proses produksi harus diusahakan tetap bersih
dan bebas dari debu serta asbes.

Untuk membersihkan debu asbes dilarang menggunakan hembusan udara, akan
tetapi harus dengan peralatan pembersih hampa udara atau pembersih basah atau
dengan cara lain yang tepat untuk menghisap debu asbes.

Petugas yang melaksanakan pembersih tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini harus
memakai alat pelindung diri dan t: lJ:;

Pembungkus atau kantong yang digunakan untuk tempat asbes harus tidak dapat
ditembus debu asbes.

Asbes dan sampah asbes, kecuali asbes semen atau bahan asbes yang telah terikat
tidak boleh disimpan, dikirim atau didistribusikan tanpa wadah yang tertutup sempurna.

( 1 )

(2)

(3)

(4)

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

(3)

( 1 )

(2)



(2)

( 1 )

(2)

(3) Suatu wadah yang mengandung asbes atau sampah asbes harus diberi tanda
dengan tulisan "Bahan asbes tidak boleh dihirup", kecuali produk-produk asbes
semen dan asbes yang terikat barang lain.

Pasal 16

(1)  Pembungkus atau kantong asbes le lah d igunakan untuk tempat  asbes harus
dibuang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

sampah asbes harus dibuang dengan jalan menyebarkan secara merata di tanah
kemudian ditimbun tanah paling sedikit setebal 25 cm atau dengan cara lain yang
dibenarkan.

Pasal 17

Apabila pegawai pengawas menemukan bahwa kadar serta asbes di tempat kerja
me lampau i  n i l a i  ambang  ba tas  yang  be r l aku ,  pegawa i  pengawas  be rhak
mewaj ibkan pengusaha mengadakan tehnologi  pengendal ian yang sepadan,
menyediakan alat respirator dan pakaian pelindung khusus lainnya.

Apabila setelah diperintahkan pengusaha tetap tidak mau melaksanakan atau tidak
melakukan suatu t indakan ke arah i tu ,  pegawai  pengawas mela lu i  Menter i
menyampa ikan  dan  memin ta  kepada  i ns tans i  yang  be rwenang  menu tup
perusahaan, agar perusahaan tersebut ditutup.

B A B  V I I
PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA

Pasal 18

Tel?S? kerja yang terl ibat dalam proses atau pekerjaan yang memakai asbes
wajib diperiksakan kesehatannya kepada dokter pemeriksa kesehatan kerja.

Pemer iksa kesehatan sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1)  pasal  in i  harus
dilaksanakan secara rutin setiap tahun sekali yang meliputi :

a .  Foto dada dengan s inar  X poster ior-anter ior  ukuran 350 x 480 mm yang
pembacaannya diserahkan kepada seorang radiolog;

( 1 )

(2)

b. Riwayat pekerjaan;

c. Riwayat merokok;

d.  Penguj ian k imia;

e. Uji fungsi paru-paru. ,

(3) Pengusaha wajib menanggung biaya pemeriksa kesehatan tenaga kfrjanya.

Pasal  19

(1)  Dokter  yang melakukan pemer iksaan harus member ikan laporan atas hasi l



pemeriksaan dan menyebutkan nama tenaga kerja yang terkena penyakit akibat
pemakaian asbes dalam proses produksi  d iser ta i  petunjuk t indakan lebih lanjut
untuk kesehatannya kepada pengurus.

t2) Hasil pemeriksaan tenaga kerja termasuk fi lm pemeriksaan dada dengan sinar X
harus d is impan baik-baik o leh pengurus selama masa ker ja tenaga ker ja yang
bersangkutan.

(3) Pengurus wajib membuat laporan dan menyampaikan selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sesudah d i lakukan kepada Menter i  mela lu i  Kantor  Wi layah Departemen
Tenaga Kerja setempat.

Pasal 20

Menter i  a tau pejabat  yang d i tunjuk dapat  merubah syarat-syarat  dan f rekwensi
oemeriksaan kesehatan tenaga kerja karena menurut hasil pemeriksaan tidak boleh
bekerja pada tempat kerja yang berdebu asbes.

Pasal 21

(1) Pengurus wajib mentaati keterangan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
untuk memindahkan tenaga kerja karena menurut hasil pemeriksaan tidak boleh
bekerja pada tempat kerja yang berdebu asbes.

\2) Apabila tenaga kerja tersebut ayat (1) berkeinginan bekerja lagi pada pekerjaan
semula, harus ada surat keterangan dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja
bahwa kesehatan tenaga kerja tersebut cukup mantap untuk bekerja di tempat
tenaga kerja tersebut yang mengandung debu asbes.

B A B  V I I I
KETENTUAN PIDANA

Pasal22

Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan Pasal-pasal 4 ayat (1), 5 ayat (l) '  12' 1B' 19
aya t  (3 ) ,21  aya l  ( 1 ) , 23  dan  Pasa l  44  d iancam dengan  p idana  ku rungan  se lama-
iamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Bp. 100.000,- (Seratus ribu) sesuai
Cengah Pasai 15 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

B A B  I X
KETENTUAN PERALIHAN

t Pasal 23
a

Selama- lamanya dalam jangka waktu 14 har i  sete lah Peraturan Menter i  in i  ber laku,
ce rusahaan  yang  memaka i  asbes  da lam p roses  p roduks inya  a tau  me lakukan
cenambangan asbes,  waj ib  melaporkan secara ter tu l is  kepada Menter i  a tau pejabat
rang d i tunjuk dengan menje laskan proses produksi ,  jen is  asbes yang d ipakai  atau
Jitambang, barang jadi dan lokasi kegiatannya.



Pasal 24

Ap.abila perusahaan yang memakai asbes dalam proses produksinya atau menambang
asbes belum melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tenaga kerja, selamal
l amanya  da lam jangka  wak tu  90  ha r i  se te lah  be r l akunya  pe ia tu ran  i n i  wa j i b
melaksanakannya.

B A B  X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 4 Juli 1985

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

S U D O M O


